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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JSPARA
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO KARTINI FM JEPARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! JEPARA

a bahwa penyslenggaran cenyiaran adslah sarana yang
sangat penting dalam komunikasi masyarakat yang berfungsi
sebagai meda pendidkan hiburan dan informas yang
berorientasi pada  kepentingan  masyarakat  serta
pengavasan sosid bagi masyarakat luas yang memeriukan
adanya keseimbangan informasi dan komunikasi dengan
melaiyi lembaga penviaran d Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
iamang Penyiaran dan Peraturan pemerintsh Nomor 11
Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Publix,
keberadaan dan pengelolaan Radio Kartini AV Kabupaten
Jopara harus berbadsn hukum, maka paru dbenfuk
Lembaga Penyiaran Publk Lokal |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf ahuruf b, dan huruf ¢ maka pers menatapkan
Peraturan Bupati tantang Pembentukan Lembaga Penyiaran
Pubiik Lokal Radio Kartink A Kabupaten Jepara.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten dalan Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor B tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomar 168 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1874 lentang Pokole
pokok Kepegawsian (Lembaran Negara Tshun 1989 Nomor
168 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800):

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
{Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor
13292;‘ ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4223,

3 Ungang-Undang Nomor 1 Tshun 2004 tentang
Petbendaharaan Negara (lembagd Negsra Republk



indonesia Tanum <004 Nomor S6Tambananm Lemparan
Megara Repubis Indonesia MNomor 4400

4 Ungang-Undang Nomor 32 Talhun 2004 Tentang
Pemanntanan Daerah (Lercaran Negara Republik lndonesa
Tanun 22004 Nomer 125 Tambahan Lembaran Negaa
Republik Indonesia MNomor  4437) sebagamana  islah
Deberaps kall dubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2008 Nomor 59.Tambahan Lembaran Negaa
Republk Indonesia Normor 4844

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keusngan antara Pemeriniah Pusat dengan
Pemetintah Deerah Lemtaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4438 ¢

6 Undang-Undang Nomor 12 Tan 2011 Tentang
Pembentukan Perarturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Iindonesa Tahun 2011 Nomor 82
;‘gt;uhm Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Negara Republk
Indanesia Tehuni 2005 No 28 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485;

8 Persturan Pemetintash Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan
Peinetintahan Daersh (Lembaran Negara Republik ihdonesia
Tathm 2005 Nomor 165.Tambahan Lembaran Nepara
Republik indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemeristah Nomor 38 tabun 2007 tentang
Pembagian uwusan Pemerintahan antara Pemerntah,
Pameintsh Daerah Provnsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembamn Negss Republik Whdonesia
Tehun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peratwan Preasiden Nomor 1 tshun 2007 fentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Psraluran
Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIC KARTINI FM
JEPARA

BAB |
KETENTUAN UMUM
. Pasat?

Dalam Peraturan Bupati hi yang dmaksud dengan
1. Pamerintah Dasrah adalah Pemenntah Kabucaten Jepara.



Bupat Jeoan

_fw Putid Lokal ya~zsearnyutnya disingkat LPPL acalah
penyaran yang Derbertuk badan Pukum yang d.dnksn olenh
gasmh menysiangardsan kegatdn panyiaran rado bersdat
pendent. netral toak komersd can perfungsi memberikan layanan

P‘rmkmnnngan masyarakat yang s:arannya berjaningan dengan Rado
Reguthik Indonesia(RRI) uniuk rage 2an Televi si Republik Indonesia

(TVRI) untuk Telewvisi.
4 Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyaran Publk yang
i mewakii masyarakat Pemenntah dan  unsur Lembaga
Parwiaran Publk yang menjalankan tugas pengawasan wiuk mencapai
tjusn Lembaga Penyiaran Publk;

S Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang
berwenang dan beranggung jawab atas pengelolaan Lembaga
Penyiaran Publik

6 Komusi Penyiaran Indonesia yang selanjuinya disingkat KPi adalah
lembaga Negara yang bersifat ndependent yang add di pusat ssbagai
wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan
wewenangnya datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2002
tentang penyiaran;

7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID
adalah lenbaga Negara bersifat independen.yang ada d daersh sebagai
wujud peran serta masyarskat dibidang penyiaran yangtugn dan
wewenangnya datur dalarn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.

BAB NI
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

PASAL 2

1)LPPL jaaa penyiaran berbentuk badan hukum

2)LPPL sebagaimana dimaksud pada ayst (1) bernama Radic Kartinik FM
Jepara.

BAB I
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 3
7 Sebagsi alat kelegkapan LPPL Rado Kartini FM Jepara dbentuk Dewan
Pengawas dan Dewan Direksi

2) Dewan Pengawes ditetapkan oleh Bupati atas usu DPRD.
3 Dimksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas memilki kewenangan sebagai carikut:
a Memilh dan mengangkat Dewan Direks: dengan jumlah sesuai dengan
kebutuhan. dan
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Pengawas memilk tugas. kewa T2
MSaKUKAN PENgENESaN TeTacas knena Tewan Direksi;

Malgkukan pengawasan penyaran Ragio Karini FM Jepara agar 1ewap
beronentas: pada kepentingan ooiik

Meanampung aspiras. krtk dar keluhan masyarakat unfuk disampaikan
kapada Dewan Dreuns. gan

Meminta dan menedma masukan, saran alau pendapat publik mengenai
saran/ acara Rado Kartm FM Jepara

Pasdl &

Untuk cdapat dipdih sebagai anggota Dewan Pergawas harus memenuhi syarat
sebagai berilut:

a. Warga Negara Rl yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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Setia kepada Pancasia dan WD 1945

Bemendidikan minimal sarjana srata 1(S 1) atau memiliki kompetens: yang
selara

Sehat jasmani dan rohani:
Berkelakuan baik:
Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi

Tidak sebagai anggota/ pengurus parisi poitik atau tidsk sedang menabat
sebagai anggota legisatil atau yudkatif,

Meniiki pengalaman ditedang penyiaran dan
Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

B8AB V
DEWAN DIREKSI

Pasad 7

Dewan Direksi memiiiki kewenangan sebagal benkut:

b
c

d

Melaksanakan program umum dai Dewan Pengawas aelama (5} [ma
tahun;

Mengangkat dan memberhaitikan karyawan Rado Kartin FM Jepara;

Menetapkan katjakan operssiond uniuk kemajuan Rado kartini FM
Jeparg dan

Menjakn kerjasama dengan pihak lan uniuk kemajusn Rado Kartni FM
Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

A

Melaksanakan penyiaran sesuai Pedoman Periaku Penyiaran dan Stander
program Siaran yang dilatapkan Komisi Penyiaran indonesia;
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Pasal 9

Untuk dagat dipiin sebaga anggota Dewan Direksi harus memilki pergyaratan
sazaga benkut:

a
b.

c

o -~ pa

Warga Negara Rl yang bartagwa kapada Tuhan Yang Maha Esa
Seta kepada Pancasia dan UUD Tahun 1945:

Berpend dikan minimal sarana strata 1 S 1) atau memilki kompetensi
yvang setara

Sehat jasmani dan rohani;

Memiliki kecakapan manajsir al, jujur, adi dan berkelakuan baik;
Memilki kompatensi dan pengalaman d bidang penyiaran;
Bukan anggota legisiatif, yudikatif dan nonpartisan; dan

Telak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 10

Direkai wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupat dan DPRD
Kabupaten Jepara secara barkala

BAB V1
SUMBER DANA

Pasal 11

Untuk kepsrusn psmbiayaan operasional sumber dana LPPL. Radio Kartini FM
Jepara barasal dani :

a0 Fw

APBD,

kiran penyiaran

Sumbangan masyarakat,

Siaran ikian; atau

Sumber dana lain yang sah dan tidek mangikat.

BAB VI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi akan ditetapkan paling lambat
&{enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.



BAS

Fasal 13

Seraturan Bupal in MUl DErdee JaGE Wgpe Suodergaan

azar setap orang MeNQe 2wyl Memenneakar pengundangan Peraturan
Bupat inn dengan panempa anrya O sam Berta DascanKabupaten Jepara

Ditet ac=an o Jepara
Pada tanggal £ Doyenber 204
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HENDRO MARTQJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal  Ucuorber  ZO0M

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 114



